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 Bandung, 07 Desember 2021                            
  
 Kepada 
Nomor : 925/PMD.06/PIAK Yth. Bapak Direktur Jenderal Kependudukan 
Sifat : Penting  Dan Pencatatan Sipil Kementerian 
Lampiran : 1 (satu) berkas  Dalam Negeri RI 
Hal : Penyesuaian Metode Akses   Di 
   Pemanfaatan Data Kependudukan  JAKARTA 
   Bapenda Provinsi Jawa Barat  

 

  

 

 Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Bapak Direktur Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 
470/15219/Dukcapil Tanggal 10 November 2021 Hal Penyesuaian Pemberian Hak Akses di 
Data Kependudukan melalui Data Ware House (DWH) Terpusat, dan hasil Rapat 
Pembahasan Penyesuaian Pemberian Hak Akses Data Kependudukan yang 
diselenggarakan oleh Direktorat FPDDK pada tanggal 1 Desember 2021 secara virtual, 
bersama ini kami sampaikan dokumen terkait penyesuaian metode Akses Pemanfaatan Data 
Kependudukan untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana 
terlampir. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Ditjen Dukcapil Kemendagri RI 
melalui Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (FPDDK), dapat 
memfasilitasi perubahan metode Akses Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah 
sebagaimana terlampir, dari metode akses Web Service lama menjadi Web Service 
Kesesuaian, Web Portal dan Card Reader. 

 Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak, dihaturkan terimakasih. 

 

KEPALA DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

PROVINSI JAWA BARAT  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tembusan disampaikan kepada : 
Yth. Direktur FPDDK Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI 
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PEMERINTAH  DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Telepon : (022) 7566197 
Faksimili : (022) 7564880 Website : www.bapenda.jabarprov.go.id  e-mail : bapenda@jabarprov.go.id 

BANDUNG – 40286 
 

 

 Bandung,  6   Desember 2021 
  
 Kepada 
Nomor : 2483/PMD.06/Renbang Yth. Gubernur Jawa Barat 
Sifat : Segera  c.q. Kepala Dinas Kependudukan  
Lampiran :  1 (satu) berkas  dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 
Hal : Permohonan Penyesuaian Metode   
   Akses Data Kependudukan  di  
    

B A N D U N G 
      

 
 
 Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Surat Direktur Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 
470/15219/Dukcapil tanggal 10 November 2021 Hal Penyesuaian Pemberian Hak 
Akses Data Kependudukan melalui Data Warehouse (DWH) Terpusat, serta Surat 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 875/PMD.06/PIAK tanggal 
22 November 2021 Hal Penyesuaian Metode Akses Pemanfaatan Data 
Kependudukan, bersama ini kami mengajukan permohonan penyesuaian metode 
akses pemanfaatan data kependudukan, dari metode Web Service lama ke metode 
Web Service Kesesuaian, Web Portal dan Card Reader. 
 Mengingat pentingnya ketiga metode Hak Akses tersebut untuk menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami, mohon kiranya Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat membantu 
memfasilitasi penyesuaian metode akses sebagaimana termaksud diatas, sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  
 Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 
diucapkan terima kasih. 

 
 
 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT, 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.bapenda.jabarprov.go.id
mailto:bapenda@jabarprov.go.id
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SURAT PERINTAH 
NOMOR : 921/KPG.11.01/PIAK 

DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan  
Pemanfaatan Data Kependudukan. 

2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1327/KK.04.01/KESRA Tanggal 
9 Maret 2021 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan 

MEMERINTAHKAN 

KEPADA : 
1. Nama 

Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 

: 
: 
: 
: 

H. BULDANSAH, AP., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b) 
19760402 199602 1 003 
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi     
Kependudukan dan Pemanfaatan Data. 

  2. Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 

: 
: 
: 
: 

Hj. RIDA FARIDA, S.Sos. 
Penata Tingkat I (III/d) 
19740114 199803 2 002 
Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 

  3. Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 

: 
: 
: 
: 

HENDRA SETIAWAN, SE.  
Penata Muda Tingkat I ( III/b )  
19731109 200701 1 005 
Analis Kerjasama 

  4. Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 

: 
: 
: 
: 

MUSTAPIT NURMANSAH, ST. 
Penata Muda (III/a) 
198905082020121009 
Calon Ahli Pertama – Administrator Database Kependudukan 

  5. Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 

Jabatan 

: 
: 
: 
: 

REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md. 
Pengatur (II/c) 
19900502 201903 1 010 
Pengelola Data 

  6. Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 

Jabatan 

: 
: 
: 
: 

ENDANG SUSANTO ST. 
- 
- 
Tenaga Teknis Pengelola Database Kependudukan 
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UNTUK : 1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap 
lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data  
Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna/Perangkat 
Daerah di Jawa Barat. 

2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna  
/Perangkat Daerah di Jawa Barat. 

3. Memberikan fasilitasi dalam rangka koneksi Hak Akses pemanfaatan data kependudukan 
melalui Dataware House Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kementerian Dalam Negeri RI; 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Akses pemanfaatan data 
kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat melalui Dataware 
House Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kementerian 
Dalam Negeri RI; 

5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh 
Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat secara berkala, sesuai ketentuan dan 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa 
Barat;dan 

6. Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

  Ditetapkan di Bandung 

  
Pada Tanggal   06 Desember 2021 

 

 

KEPALA DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

PROVINSI JAWA BARAT, 
 

 


